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MKD berwenang membawa ke ranah hukumpihak Vang merendabkan martabat anggota.
(an lembaga DPR Ketentuan inf epofensimentup pengawasan ethadap DPR

AKARTA, KOMPAS = Mahkamah
Kehormatan Dewan bisa meng-
ambil langkah hukum atau Jang-
Kah lain terhadap sapa pun yang
merendakan kehormatan DPR
an amggota DPR. Tapa ada
penjelasan lebih detad, wewe-
nang yang iberikan melalui re-
visi Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
DPD) dan DPRD ifu rentan men-
Jerat pihekpthek yang menglai-
ik DPR

Wewenang baru MKD  itu
muncul di Pasal 122 draf revisi
UU No 17/2014 yang berbuny
"MEKD bertugas mengambil lang-
el ko daftau langhah lain
ferhadap orang  perseorangan,
kelompok orang atau badan hu-

kum yang merendabkan kehor-
matan DPR damanggota DPR,
Dalam repét kerja Badan Le-
gislasi (Beleg) DPR dan pemerin-
tah dengan agenda pengambilan
Keputusan tingkat 1 revisi UU
VD3, Kamis (8/2), isi Pasal 122

Itutelah disetuui mayorias frak-
si dan pemerintah. Pekan depan,

sl vevistakan cibavva ke Rapat

Paripuma DBR untuk mendapat:

ke persetujan disohkan men-
jadiTu

Tkl Ketta Bl DPRdar

Fraksi PDL-P Arif Wibowo me-
ngatakan, dengan adanya Pasel
122 it ki ada pak yang dinila
merendahkan martahat anggofa
DPR atau DPR sehagai lembaga,
MED berwenang menindaklan-

fut ke prosés hukum, "N,
proses ifu tidak langsung, Tidak
mungkin sedikit:secikit dilapor-
ken,” wjamya,

Ketentuan di Pasal 122 ity
Tanjut Arif, akar atue lebih de-
tal i petaturzn DPR. "Di sana
akan isebuthan siapa yang ma-
sk kategori merendahkan ke-
hormatan DPR dan it tak ter-
masuk pihakephak yang meng-
kit kinerja DPR ketarya

Pasal karet -

Namun, anggota Beleg DPR
Gari Frosl Partal Persatuan
Pembangunan, Arsul Sani, mashh
berkeberatan atas atwan i Ru-
musan yang terlelu umum be-
potens! menjadikan pasl terse-

but pasal Katet, Jadt, wajar jika
ada yatg Khavatir pase bisa i
gunakan wnfuk menjerat siapa
puyang mengkritk DPR
Penelit i Pusat Studt Hukum
dam Kebijakan Indonesia, Ronald
Rofiandri, juga melihat pasal itu
pasal aret, Pasal mengandung
Ketidakielasan pada dua hal yaifu
pada subyek dan tndakan yang
dimeksud. - Retidalgelesen
berpotenst membelengg, bah-

‘e menutup pengavasan terha-

pDPR

"Bulkan tidak mungln, akdbat
Ketidaelasan, pihak-pihak yang
mengkiitk kinerja DPR atau
mengritk skap-stkap politik
anggota DPR akan thut dijerat
karena itk tersebut ditafsirkan

telah merendahkan kehormatan
DPR,” ujarnya.

Pengajar Sekolah Tinggl Hu-
kum Indonesia Jenters, Bivit
Susanti, bafkan menilai Pasal 122
i drof revist UU No 172014 it
tidak pertu ada. "Secara pringip,
KUHP sudeh mengatur soal pen-
cemaran narma badk, Selan iy,
Juga ada pencemaran nama bk
Dejabat yang sesual pufusen
Mehlameh Kongtitusi, sifatnya
delk aduan. Jadi, untuk apa lag
iafur &i UU MD3," tuturnya.

“etanmyy DPR mulai ge-
rah dengan kritk publik sehingga
eluar pesal it Jika sudah anti-
ki, DR tidak mendukung de-
mokrast” kata Bivitrl menjelas-
kan. (APA) i
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